SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI NOMOR 10A
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

a. bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
sampai Triwulan ke II, dan adanya perkembangan
keadaan serta menjamin keselarasan serta konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengendalian rencana pembangunan daerah dan
adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada
dokumen rencana pembangunan daerah serta adanya
perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka
pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2023;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan
apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya perkembangan keadaan
yang tidak sesuai asumsi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan dan Pasal 335 Ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada tentang
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Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah guna memperoleh persetujuan untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Nomor
10A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor
10A);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287); (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8601);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Pembinaan dan  Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70)
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
102);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6
Tahun 2022 tentang Rencana Pembanguan Jangka
Menegah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2021-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 108);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 111);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 10A Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 (Berita
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 10A);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran

2023 (Berita Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10A

TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati
Teluk Bintuni Nomor 10A Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
2022 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022
Nomor 10A) diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal, 04 September 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,
ttd

PETRUS KASIHIW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal, 04 September 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

FRANS NICOLAS AWAK

NS WANMA, S.H., M.H., CLA.
P. 19770103 200909 1 001



